PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NCHOR : 21 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAH PRODUKSI USAHA DAERAH
DALAH WILAYAH KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Homor 20 Tahun 1987, khususnya pasal 3 ayvat (2) huruf
m Jo. pasal 9 huruf b angka 6 Keputusan Menteri Dalam
Hegeri Nomor 118 Tsahun 1998 tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah, maka dipandang perlu
adanya pengaturan terhadap Retribusi tersebut;

Menimbang : a.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diatur

dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tshun 1858 tentang Penetapan

Undang -~ Undang Dsrurat Homor 3 Tahun 1853 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
( Lembaran Negara Tahun 1853 No. 9 ) sebagai Undang -
Undang;

2. Undang - Undang Homor : 8 Tahun 13981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Hegara Republik Indonesia
Tahun 1831 Homor 76, Tambahan Lembaran Hegara

Republik Indonesia Homor 3209 ),

3. Undang - Undang Homor 18 Tahun 18987 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Homor 41. Tambahan Lembaran Hegara Homor 3833);

4. Undang - Undang Homor 22 Tahun 1993 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60);
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Persturan Pemerintah Homor Z0 Tahun 1887 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Hegara it 1887 Homor

Peraturan HMenteri Dalam Hegeri Homor 4 Tahun 18387
tentang Penvidik Pegawal Hegeri Sipii 41 Lingkungan

Pemerintah Daerzh:

Keputusan Henteri Dalam Negeri Romor 84 Tahun 1883
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Persturan Daerah
Perubshan;

isan  Henteri Dalam Negeri Homor 38 Tahun 1882
entang Pedoman Organlaaqi Dinas Daerah;

Keputusan Henteri Dalsm Hegeri Homor 174 Tahun 1887
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan HMenteri Dalam Hegeri Homor 175 Tahun 1887
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
Daerah;

Keputusan HMenteri Dalam Negeri Homor 119 Tahun 1888
tentang Ruang Lingkup dan Jenis - Jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II1;

Peraturan Daerah ksbupaten Daerah Tingkat II EKutai
Nomor tahun 1998 tentang Penyvidik Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Rabupaten Daerah
Tingkat II Rutai;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rskvat Daerah Kabupaten EKutai

HEMUTUS KAN
PERATURAN DAERAH KABUPATER KU”A, TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODURSIT USAHA DAERAH DALAH WILAYAH

KABUPATEN KUTAI.
BAB I
KETENTUAR UHUH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daserah Ini, vang dimaksud dengan

a. Daersah

adsa

lash Daerah Kabupaten RKutai;



4]

Pemerintah Daerah adslah Kepsals Doerah beserts Perangkat Daerah
Otonem vang 1sin sebagal Badan Eksekutif Daerah;

'

Kepala Daerah adslah Kepals Daerah Kabupaten Rutail

Dinas Pendsapatan Daerah, 2adalah Dinas Pendspatsn Daerah
Kabupzaten Rutzi
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Dinas Pertanisn Tanaman Pangan adalah Dins
Pangsn Kabupaten RKutai:

Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Rutai;
D

Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan EKabupaten Kutai;
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Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kasbupaten Ruta
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Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ru

Benih/Bibit adalah benih/bibit tanaman, bpenih/bibit ternak,
benih/bibit ikan vang dihasilkan;:
Kelas Ben

inh =adalsh hasil dari pemuliaan dan tingkatan hasil
penangkaran;

Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau
dasar vang diproduksi;

Benih Pokok adalah benih keturunan dari benih sejenis atau benih
dasar vang diproduksi sedemikian rupa sehingga 1identitas dan
tingkat kemurnian memenuhil standard mutu benih vang ditetapkan;

Benih Sebar adalah keturunan benih penjenis, benih dasar atsau
benih pokok vyang diproduksi vang memenuhi standard mutu vyang
telah ditetapkan;

Benih Binsa atsu 1label Merah Jambu (LMJ) adalah benih non
sertipikasi stau benih vang tidak melalui proses sertipikasi
sebagaimana benih yvang lain;

Entris adslah bahan tanaman vegetatif vang mempunyai sifat
seperti induknya vang dipergunakan untuk ckulasi;

Kebun Dinas adalah Kebun vang dikelola Dinas untuk tujuan
Bimbingan Penvuluhan, Praktek dan okulasig

Induk Ikan adalah Ikan dewasa yang memenuhl persyaratan teknis
untuk dibiakkan (dikawinkan) guna menghasilkan benih;

Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima
pada Kantor - Kantor Dinas Pendapatan Rabupaten Daerah Tingksat
IT Kutail;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa vyang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
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Penjus roduksi U roduksi
Usahs erintah D bibit
ternak, bibit ikan;

Surat EKetetapazn Retribusi Daserah Kurang Bayar vang zelanjutnya
disingkst SKRDEE adalah Surat Reputusan yang menentukan besarnyva
jumian Retribusi vang terutang;

Surst Ketetapan Retribusi Dserah RKurang Bavar Tambahan vang
selaniuinva disingkat SERDEBT sadaslah Surat Xeputusan vang
menentuksn tambahan atas Jjumlah Retribusi yvang telah ditetapkan;
Surat Tagihan Retribusi Daersh yvang selanjuinva disingkat STRD
adalah Surat untunk melskuksn tagihan Retribusi dan aitau sSanks:i
administrasi berupsa bunga dan atau dends;

HAMA. OBYEK DAHN SUBYEK

Pasal 2

Dengan namsa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut

pembayaran atas setiap pembelian/penggunaan segala hasil
produksi usaha Daerah yang dihasilkan o0léh Instansi - Instansi /
Dinas - Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah semua pembelian hasil produksi Usaha
Daerah:

(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hasil

produksi Usaha Daerah berupa

a. Benih / bibit tanaman., bibit i1kan dan bibit ternak
yvang dihasilkan;

b. Komod' i hasil tanaman dan hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan dan perhutanan
Pasal 4

{1) Subvek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan
hukum yvang membeli/menggunakan hasil usaha produksi Daerah:
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{2y Haijiib Retribusi adalah Instansi / Dinas yang menjual h
produksi usaha Daerah;



Produksi isahs Daersh akan
an Reputussn Eepals Daersah.
BAB III
GOLOHGAY RETRIBUSI
Passzl ©
u fad alan Peniuslian Produksi Daerah adalah

BAB IV

CARA HMEHGURUR TIHNGEKAT PEHGGUHAAN JASA
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busi Penjualan Produksi
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Tingkat penggunasan Jass Ret

Tingkat penggunasan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah diukur berdasarkan Jjenis Benih/Bibit, Rwalitas/mutu,
ukuran dan Jjumlah jenis benih/bibit.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN., STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal B8

Prinsip Penetapan tarip Retribusi adalah bisva administrasi,
biays pengadasan benih, biava pembibitan/pembenihan, biava
pemeliharaan dan biaya budidava.

(1) Struktur besarnva Retribusit Penjualan Produksi Usahsa

Daerah ditetspkan berdasarkan :

a. Jenis dan Jjumlah dari benih tanaman pangan dan
hortikultura, perhutanan dan perkebunan, peternakan
perikanan serts denis dan  Jjumlah hkomoditi hasil
fanaman pangan dan hortikultura, perkebunan,

i,

peternakan dan perikanan;
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(2)

(1)

5, Hargs dasar ditetapkan lebih  l1anjut oleh EKepzls
Daerah minimal I (satuly kali dalswm se tzhun:
Besarnyas tarip Retribusi sebagsimans dimsksud ayvat (1)
zebesar 20 % {(sembilan pulu persen; dari hargs dasar;
Jenis - Jenis hasil produksi Usshs Daerah distur  lebih
laniut dengan keputusan Kepsls Daerah:
BAE VI
WILAYAH DAH HASA RETRIBUSI
Pasal i0
¥ilavah pemungutan Retribusi sdalah ¥ilsysh Kabupaten Rutai.
Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangks wakitu tertentu yvang ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagail dasar untuk menentukan besarnvsa
retribusi terhutang;
Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat
pembelian hasil produksi Usaha Daerah;
Pasal 12
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
BAR Vi1
TATA CARA PEHUNGUTAN
Pasal 13
Retribusi dipungut dengan menggunakan SERD atauw Dokumen lain

vang dipersamakan;
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it retrl bavar tepat waktunys atzu
T, Gike sdministrasi berups bungs
13 perser nn dari bessrnya retribusi
vang tid bavsyr dan ditagih dengan
at Tagih: aerah
BAB IX
TATA CARA PEHBAYARAR

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penvetoran Retribusi vyang terutang paling 1lam 30 (tigs
puluh) hari setelah saat terutang;

~
o
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SKRD, SKRDKB, SERDKBT, STRD, Surat Kepuotusan pembetulan,
Surat Reputusan Reberatan dan putusan banding vang
menyebabkan Jjumlah reftribusi yang harus dibayar bertambah,
harus dilunasi dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
seiak tanggal diterbitkan Surat tersebut diatas:

(3) Repalsa Daerah atas permchonan waiilb retribusi dapat
memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk
mengangsur atau menundsa pembayaran Retribusi dengan
dikenakan bunga 2% (duz persen) setiap bulan, dengan catatan
persyaratan vang ditentukan tTerpenuhi;

(4) Tata Cara Pembayaran, tempat pembayaran, penundaan
pembavaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

pap X

TATA CARA PEHAGIHAH RETRIBUSI

{1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/Surat lain yvang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksasnaan penagihan Retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tuiuh? hari sejak Jjatuh

tempopembavaran;
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{2y Dalsm Jangks waktu 7 (tujuh) hari setelahtanggal Surat
teguran 7 peringatsn / Surat lain vang sejenis, wajilb
retribusi harus melunssi retribusinyvavang terutang;

{32} Sursat tediran sebagaimana dimaksud padz aysi (1)
dikelusrkan oleh pejabst vang ditunjuk:

Pasal 17

entunk - bentuk Formulir vang dipergunakan untuk pelaksansan

ensgihan Hetribusi Dasrah sebsgsimsna dimsksud Pasal 15 ayat

1Y ditetapksn oleh Kepala Dzerah:
BAB XI

EEDALUHYARSA

Pasal 18

(1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah wmelampaul Jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitungsejak saat teruvutangnysa
retribusi, kecusli apablla wajib retribusi melakukan tindak
pidan dibidang retribusi;

23y Redaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini tertanggung apabila
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan:
b. Ada pengakuan Utang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langdsung;
RAR X111
TATA CARA PEHGHAPUSAHN PIUTANG
RETRIBUSI YAHG KEDALUHARSA
Pasal 19
1) Piutang ret busi vang tidak mungkin ditagih lagil karena hak

£y
untuk melskukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;



(23 Kepala Daersh menetazpkan Keputussn FPenghapusan Piuntang
Retribusi Daerzh vang sudah Redaluwarsa sebagaimans dimsksud
avat (1} Pasal ini:

BAB XIII
PEEGAEH AS AEH
Paszl 20
Repala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan
pengawassn terhadap pelaksanazan Peraturan Daerah ini
BAB XI¥
EKETENTUAN PIDAHA
Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalsm Peraturan

Daerah ini, diancam Pidans kurungan selama - lamanya 6 (enam)

bulan atan denda sebanyak - banyaknya Rp.5.000.000,- (lima Jjutsa

rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah,

kecusli jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang -

gan;

(1) Peiabat Pegawai

Pemerintah

Tindak Pidana unt
dibidang Retribus
Undang - undang

Pidana;
(2) Hewenang
ini adalah

Henerimsa,
keterangan

a.

pidana dibidang Retribusi Daerah agar
laporan tersebut menjadi

mern
atau

cari
lapo

mengumpulkan
ran berkenaan

lebih

lengkap dan

undan-—

BAB XV
PENYIDTIZ KA AH

Pasal Z2
Hegeri Sipil tertentu dilingkungan
Daerah diberi Wewenang Khusus sebagail Penvidik
uk melakukan penvidikan tindak pidana
i Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

dan meneliti
dengan tindak
keterangan atau
delas;
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Penyidi

H}_C,_
Henelitl, mENCAET dan mengumpulkan keterszngan
mengenal orang pribadi stau badan tentang kebenzaran
perbustan vang dilskuvkan sehubungan dengan pidans
Retribusi Daerah; \
Heminta keterangsn dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengsan tindsk pidanz dibidang
Retribusi Daerah:
Hemerikss buku -  buku, cztatan - catatan dan
dokumen - do¥umen l1lain berkenzaan dengan tindsk pidans
dibidang Retribusi Daerah;
¥elakukan pengeledshsn untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, rencatatan dan dckumen - dokumen serts
melakukan penvitaan terhadsp bukiti tersebut;
Heminta bantu*n tenaga zhli dalam rangks pelsksanazan
tugas penyidikan tindak pidana dibidasng Retribusi

Daersah:

Henyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan
ruang atau tempat pada sazaat pemeriksaan sedang
identitas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang vyang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

Hemanggil orang untuk didengar Kketerangannva dan
diperiksa sebagail tersangka atau saksi;

Henghentikan Penvidikan;
Helakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribu Daerah

menurut hukum vang dapat dipertanggung jawabkan:

k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuasil dengan ketentuan
vang diastur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acars Pidana;

Hal -
sepani
lanjut

BAB XVI

KETENTUAN PERUTUP

-

Pasal 23

hal yvang belum cukup diatur dalam Persturan Daerah ini
jang mengenal pel

aksanaannyvya akan ditetapkan lebih
oleh Kepala Daerah:



Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlakp pada tangal diundangkan.

orangd dapat mengetahuinya memerintahkan.

Agsr setiap
Daerah ini dengan penempatannya dalam

Pengundangan Peraturan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubtais

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Juli 1999.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN/{
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